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WALIKOTA PALOPO = !

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKCTA PALOPO
NOMOR: 27 TAHUN 2016
TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, KED'UDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA

.Menimbang

Mengingat

TATA KEFRJA DINAS FEPENDUDUKAN DAN o
PENCATATAN SIPIL KOTA PALOPO : S

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan

Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang |
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka Perlu
mengatur Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Kepéndudui:an dan
Pencatatan Sipil Kota Palopo yang ditetapkan dengan
Pcratur'an Walikota Palopo. ‘

L1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang

Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di
Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republil
Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia. Nomor 4186),

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011§ tentang
Pembentukan.  Peraturan \\\Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia ' Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indones1a Normor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun_~ 2014, tentang
Aparatur : Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

R

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia - Tehun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
,sebagalmana telah diubah dengan Undang-Undang

. Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

~ Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 246 (Lembaran
Negara Republik Indomesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679;
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560 1);

o

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah; k ‘
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MEMUTUSKAN : ]

Menétapkan . PERATURAN WALIKGTA PALOPO - TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, . TUGAS DAN
FiUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALOPO

"BAB1I
KETENTUAN UMUM
' ‘Pasal 1

Da.lam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.
4.

10.
11,

12.

13

Daerah adalah Daerah Kota Palopo;

Pemenntah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebaga.t
unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah; :

Walikota adalah ‘Walikota Palopo;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daeral1 Kota Palopo yang disingkat DPRD;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo; ,

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo adalah unsur
Pembantu Walikota dan- DPRD dalam Penyelenggaraan urusan
Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan- Sipil;

Kepala Dinas adalah Kepala Dlnas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Daerah Kota Palopo;

Sekretaris adalah Sekretaris pada Dmas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Daerah Kota Palopo;

Kepala Bidang adalah Pejabat yang memimpin Bldang’ pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo; B

Kepala Sub Bagian adalah Pejabat yang memimpin Seks1 pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo; '

Kepala Seksi adalah Pejabat yang memimpin Seksi pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo;:

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya dlsmgkat U PTD adalah

Unsur Pelaksana: Teknis Dinas yang melaksanakan Keglatan Tekms

Operasional dan/ atau kegiatan Teknis Penunjang tertentu; |

.Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional yang melaksanakan

fungsi pengawasan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil -
Kota Palopo. i
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BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Susunan Organisasi Dmas Kependudukan dan Pencatata.n Sipil Daerah,

terdiri atas :
a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri atas :
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak -
Lanjut; ' g
c. Bidang Pelayanan Penda.ftaran Penduduk terdiri atas i |
1) SeksiIdentitas Penduduk ‘ : i
. 2) Seksi Pindah Data.ng Penduduk;
| 3) Seksi Pendataan Penduduk;
d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri atas :
1) Seksi Kelahiran; :
- 2) Seksi Perka;vinan dan Perceraian,; .
'3) Secksi 'Pé}ubahan Status Anak; Pewarganegaraan, dan Kematian.
e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan
Pemanfaatan Data, terdiri atas :
1) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
2) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data hependudukan
3) Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
f. Unit Peleksanan Teknis Dinas (UPTD);
g. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organis.asi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Palopo sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan mérupakan
bagian yang tidak terpisdhkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3 ‘“
Dinas Kependudukan dan Péﬁcatatar_l Sipil Daerah adalah éenyelenggara
pemerintahan daerah urusan kependudukan dan pen'catatén sipil yang
dipimpin oleh seorang Kepaia Dinas yang berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Walikota. |
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BAB IV |
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

. Bagian Kesatu
' KEPALA. DINAS
Pasal 4

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh SPoréng Kepala
Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota
melalui Sekretaris Daerah

(2) Kepala Dinas Kepen'dudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai Tugas
Pokok : melaksanakan kewenangan otonomi dagrah‘ di Bidang
K ependudukan dan Pencatatan Sipil.

(3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai Fungsi :
a. perumusan kebga.kan urusan pemerintahan di Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil; -~ -
b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan,%;f di Dina‘§
Kependudukan dan Peficatatan Sipil;
c.. pengoordinasian, pengendaha.n dan evaluasi serta pela:poran urusan
" pemerintahian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan
© Sipil; dan - :
e. pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lamnya
untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

(4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok' dan Fungsi sebagmmana dn'naksud
pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala D1nas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil mempunyai Rincian Tugas : :

a. menyusun program dan anggaran Dinas;

b. mengelola keuangan Dinas;

c. mengelola perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga dan
barang milik negara;
mengelola urusan ASN; :

d. menyusun perencanaan di bidang pendaftaran penduduk,
‘pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan, kerjasama
administrasi kependudukan, pemanfaatasn data dan dokumen
kependudukan serta inovasi pelayanan kependudukan;

e. ‘merumuskan kebijekan teknis di bidang pendaftaran penduduk,

© pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan, kerjasama

administrasi kependudukan, pemanfaataan data dan dokumen
kependudukan serta inovasi pelayanan kependudukan;
melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk;

melaksanakan pelayanan pencatatan sipil;

. mehksanakan pengelolaan administrasi kependudukan

-rnelaksanakan kerjasama administrasi kependudukan

melaksanakan pemanfaatan data dan dokurmen kependudukan,

melaksanakan inovasi pelayanan kependudukan; ‘

melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan pengendahan bidang

- administrasi kependudukan; :
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untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

melaksanakan kegiatan penatausahaan dinas;

menilai prestesi kerja bawahan;dan
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang d1penntahkan Walikota,

L4

. Bagian Kedua
' SEKRETARIAT
Paragraf 1
Sekretaris
Pasal §

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

(2) Sekretaris mqmpunym Tugas Pokok : memberikan pelayanan teknis
administrasi kepada kepala dinas dan seluruh satuan organisasi dalarh
lingkup dinas, membimbing, mengendalikan dan mengawasi Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi-
dan Tindak Lanjut;

@

(3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaumana dimaksud pada ayat (2),

Sekretaris, mempunyai Fungsi :

pelaksanaen urusén sekretariat dan rumah tangga dinas;
pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, pPrencanaan, keuangan,
evaluasi den tindak lanjut; -
pengoordinasian pengﬁlolaan administrasi kepegawa.tan dan surat
menyurat; A ,
penyusunan program dan rencana kerja serta kebutuhan anggaran'
dan ‘ !
pengoc)rdmasmn pengelolaan administrasi keuangan.

H

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagime;na dimaksud
ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris mempunyai Rincian Tugas:

menyusun rencana kegia;an Dinas sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas;
memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkup sekretariat;

menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau
menandatangani naskah dinas; ‘

melaksanakan koordinasi kepada seluruh bldang dan menylapkan
bahan penyusunan program:;

. melaksanakan: koordinasi kegiatan sehingga terquud smlaon1sas1
“dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
~melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian

dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
melaksanakan dan mengoordinasikan pengolahan data dan
informasi;

melaksanakan dan mengoordmamkan pelayanan ketatausahaan;
melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum

- dan aparatur;

T
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‘melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi dinas;

melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyusunan rencana

kebutuhan anggaran;
melaksanakan pe:nbmaa.n, momtonng, evaluasi dan tindak lanjut

hasil pemeriksaan; -

melaksandkan dan - ‘mengoordinasikan adxmmstras1 pengadaan,
pemeliharaan dan penghapusan barang;

melaksandkan pembinaan dan penataan organisasi - dan tata laksana;
melaksanakan koordinasi dan penyusunan peratura.n perundang-
undangan;

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat dan memben
saran pertimbangan kepada atasan sebagai ba.ha.n perumusan
kebijakan;

meni.ai prestasi kerja bawahan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dlpenntahkan Kepala
Dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 2
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
' Pasal 6

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretans,

(2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyal Tugas Pokok :
melakukan administrasi surat menyurat, urusan rumah tangga, urusan
administrasi Kepegawaian dan Aset;

(3)

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dlmaksud pada ayat (2),
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunym Rincian
Tugas -

a.

o

’?u . b‘ qa

menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas; ' :
mendst:ibusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan ti,fgas;
memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas;
menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf ‘ dan atau
menandatangani naskah dinas;

melaksanakan rencana kegiatan; ,
melaksanakan pengelolaa.n dan penatausahaan - .barang milik
daerah/negara;

melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan,

. -melaksanakan urusan kepegawman,

melaksanakan urusan hukum dan perundang-undangan

'melakukan urusan ketatausahaan, kears1pan, kehumasan dan

pengelolaan informasi publik;

melaksanakan evaluasi- dan penyusunan organisasi serta
ketatalaksanaan; ' : ‘
melaksanakan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan
penjadwalan serta pemusnahan arsip; '

melaksanakan pengusulan penghapusan dan pemmdah tanganan
aset; :



n. 1renyusun laporan hasil pelaksariaan tugas dan membenkan saran
pertimbangan kepadaatasan;

0. menilai prestasi kerja bawahan; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan
Sekretaris, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 3
~Sub Bagian Perencanaan,' Keuangan, Evaluasi Dan
Tindak Lanjut

! ' Pasal 7

(1) Sub Baglan 'Perencanaan, Keuangan, Evaluasi 'dan ']@mdak Lanjut
dipimpin oleh seorang Kepa.la Sub Bagian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretans , i

(2) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut
mempunyai Tugas Pokok : melakukan urusan pengelolaan keuangan,
perencanaan dan penyusiunan program kerja, membuat laporan dan
mengelola Data base Dinas dan Tindak lanjut hasil periksaan, »

(3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana du'naksud’pada ayat (2),

Kepala Sub Bagian. Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan deak LanJut
mempuryai Rincian Tugas :
a. melaksangkan penyuqunan' rencana program, anggaran dan

kegiatan; ; |
b. mendistribusikan dar. memberi petunjuk pelaksana tugas,v
e memantau, mengawsasi dan mengevaluasn pelaksanaan tugas dalam
lingkup <,ekretar1at , , '
d. menyusun, mera.ncang, mengoreksi, ;némaraf dan atay
menandatangam uaskah dinas; | S |
e. melaksanakan pengendahan dan evaluasi penyusunan laporan
akuntabilitas kinerja; | '
melaksanakan sistexil akuntansi dan verifikasi dokumen keuangan,
menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;

P w o

mela.ksanakau penyusunan laporan keuangan;

e
.

melaxsanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan. pelaksanaan

kegiatan; : ; ‘s

J melaksanakan punyelesalan tindak lanjut hasil pemenksaan, dan
melaksemaka.n pengelolaan data dan ket;]asama, -

k. menilai prestas1 kerja bawahan dan

I.  melaksanakan - tugas © kedinasan lainnya yang dlpenntahkan

| Sekretaris, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas



Bagian Ketiga
BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
' Paragraf 1
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Pasal 8

(1) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas;

(2) Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai Tugas
Pokok : melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan -
pelaksanaan kebijakan di bldang pelayanan pendaftaran penduduk;

(3) Untuk inelaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai Fungsi :

a. perumusan dan penyusunan program Kkerja tahunan di bidang

" Pelayanan Pendaftaran Penduduk; . :

b. pelaksanaan. program kerja tahunan di bidang Pelayanar;
Pendaftaran Penduduk; ;

c. perumusan kebijakan di bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

d.. pelaksanaan kebijakan di bidang Pelayanan Pendaftarari Penduduk;

e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di b1dang
Pelayanan Pendaftaran Penduduk; : i

f. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bldang
Pelayanan Pendaftaran Penduduk;

g peclaksanaan administrasi di bldang Pelayanan Pendaftaran
Penduduk;

h. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan perangkat daerah
lainnya, organisasi dan asosiasi dunia usaha di bidang Pelayanan
Pendaftaran Penduduk; dan

i, melakukan analisis data bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

(4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagalmana dimaksud
pada ayat (2) dan (3), Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk,
mempunyai Rincian Tugas :

a. memahami Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan lainnya
yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

b. menyapkan bahan penyusunan rencana program dan bidang
pelayanan pendaftaran penduduk;

¢. menyiapkan rurausan kebijakan teknis bidang “ pelayanan
pendaftaran penduduk: o

d. melaksanekan pembinean dan koordinasi pelaksanaan pelayanan
pendaftaran penduduk;

e. melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk;
- £ meny1apkan bahan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk
melaksanakan pendokumentasian hasil pelayanan - pendaftaran
_ penduduk; .
h. melakukan pengendahan evaluasi dan pelaporan hasﬂ kegiatan
- bidang pelayanan pendaftaran penduduk; ¢
i. mendistribusikan tugas dan membenkan petunjuk pelaksanaan
kegiatan kepada staf;




j. membuat laporan hasil kegiatan bidang Pelayanan Pendaftaran
Penduduk serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan
untuk menjadi bahan alam penentuan kebijakan;

k. menilai prestasi kerja bawahan; dan

1.  melaksanakan tugas kedinasan la.mnya yang diperintahkan Kepala
Dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

| 5 Paragraf 2 Y

ie 1.
Seksi Identitas Penduduk 4
! | Pasal 9 :

(1) Seksi Identitas Penduduk d1p1mp1n oleh seorang Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bldang, :

(2) Seksi Identitas Penduduk mempunyai Tugas Pokok melakukan
~ penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebl_]akan tekms,
pembinaan, dan koordinasi serta pelayanan, penerbxtan dOkumen,
pendaftaran pend uduk; 5

" (3) Untuk melaksanakan ’I‘ugas Pokok sebagaimana dxmaksud pada pasal
ayat (2), Kepala Seksi Iden’atas Penduduk, mempunyai Rincian Tugas: :
a.; memahami, Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan lainnya

 yang dipérlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

- b. menyiapkart bahan penyusunan perencanaan pelayanan dar
penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata
penduduk,: Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga, Kartu

. Tanda Penduduk hlektromk Kartu Identitas Anak :

c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan dan
penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi b1odata
penduduk, Nomor Induk Kependuduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda
Penduduk Elektronik, Kartu Identitas Anak; '

d. menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan

- pelayanan daen penerbitan dokumen pendaftaran. penduduk meliputi
biodata penduduk, Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga,
Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Identitas Anak;

e. melaksanakan pelayanan dan penerbitan dokumen, ‘pendaftaran
pencduduk mehpuu biodata penduduk, Nomor Induk Kependudukan
Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektromk Kartu Identitas
Anak;

f. melaksanakan pendokumentasian hasil pelayanan dan penerbitan

* dokumen pendafteran penduduk; :

g menyiapkan pengendahan dan evaluasi pelaksa.naa.n pelayanan

~ pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, Nomor Induk

. Kependudukan, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik,
- Kartu1 Identitas Anak; ,

mendxstnbusukan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan

kegiatan kepada staf; :

i. membuat laporan hasil kegiatan seksi Identitas Penduduk serta
memberi saran pert:mbangan kepada pimpinan untuk menjadi
bahan dalam penentuan kebijakan;

m. menilai prestasi kerja bawahan; dan

".:r
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(1)

(2)

3

j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala

Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 3
Seksi Pindah Datang Penduduk
Pasal 10

Seksi Pindah Datang Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;

Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk mempunyai Tugas Pokok :
melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis;,
pembinaan, dan koordinasi serta pelaksenaan pelayanan pindah datang
penduduk; : e X

Untuk melaksanakan Tiugas Pokok sebagaimana dimaksud“-f ada ayat (2),

Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk, mempunyai Rincian Tugas:

a. raemahami Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan lainnya
yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

b. menyiapken bahan penyusunan rencana program dan anggaran
pada seksi pindah datang penduduk;

¢. menyiapkan perumusan kebijakan teknis pelayanan pindah datang
penduduk;. :

d. menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan
pindah datang penduduk;

e. menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan
pindah datang penduduk; :

f mendijstribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan
kegiatan kepada staf; ) :

g. membuat laporan hasil kegiatan seksi Pelayanan Pindah Datang
Penduduk serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan
untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan,

h. menilai prestasi kerja bawahan; dan

i, melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala
Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 4
Seksii Pendataan Penduduk :

Pasal 11

Seksi Pendataan Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi Pendataan Penduduk mempurnyai Tugczs Pokok
raelakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebiiakan teknis,
pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pendataan penduduk dan
melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh atasan. 5

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat {2),

Kepala Seksi Pendataan Penduduk, mempunyai Rincian Tugas :

a. memahami Peraturan Perundang-Undangan dan keteriﬁuan lainnya
yang diperlukan untuk menunjang kelancararn pelaksanaian tugas;

10



(1)

i

b. meny:ankan bahan penyusunan rencana program dan anggaran
pada seksi pendatazn penduduk;

c. menyiapkan perumusan kebijakan teknis pelayanan pendataan

~ penduduk; .

d. menyiapkan pelaksanaan pembmaan dan koordinasi pelaksanaan
pendataan penduduk;i

¢. menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan ‘pelayanan
pendataan penduduls;

f. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan
kegiatan kepada staf; A

g. membuat laporan hasil kegiatan seksi Pendataan Penduduk serta
memberi saran pertimbangan kepada pimpinan .untuk menjadi
bahan dalam penentuan kebijakan;

h. menilai prestasi kerja bawahan; dan '

i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala
Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Keempat
BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

% ~ Paragraf 1 o o

)

', Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
Pasal 12

’
i

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala B1da.ng

. yang berzda di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dmaa

(2)

Kependudukan dan Pencatatan Sipil; , f

Kepela Bidang Pelayanan Pencatatan “Sipil mempunyai Tugas Pokok ;
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, dan pelaksanaan
kebijakan di bidang pelayanan pencatatan sipil; ‘

(3) Untuk_melaksanaxan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
- Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai Fungsi:

ta.' perumusan dan penyusunan program Kkerja tahunan di bidang

Pelayanan Pencatatan Sipil;

1b. pelaksanaan program kexJa tahunan di bidang Pelayanan Pencatatan

- Sipil;

% ¢. perumusan kebijakan di bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
y d. pelaksanaan kebijakan.di bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
J €. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bldang

" Pelayanan Pencatatan Sipil;

©f pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang

Pelayanan Pencatatan Sipil;

% g pelaksanaan administrasi di bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
\ h. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan perangkat daerah

lainnya, organisasi dan asosiasi dunia usaha di bzdang Pelayanan
Pencatatan ..npll

9i. melakukan ana.hsls data bidang Pelayanan Pencatatan Slpll dan
g pelaksanaan bimbingan:dan pembinaan pelayanan pené?tatan sipil.

<
:
¢
L4
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(4)

i e )

e
S
i
it

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagairﬁ?i'na dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pelayanar; Pendaftaran
Penduduk, mempunyai Rincian Tugas:

2. memahami Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan lainnya
yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

b. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan : pelaksanaan
pelayanan, pembmaan umum dan koordinasi di b1dang pelayanan
pencatatan sipil; :

¢. menyiapkan pahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan
pencatatan sipil;

d. melaksanakan pembinaan umum dan’ koordmam pelaksanaan

pencatatan sipil;

melaksanakan bimbingan teknis dan supems1 di blda.ng pencatatan

sipil; : :

melaksanakan pelayanan pencatatan sipil;

melaksanakan penerbitan dokumen pencatatan sipil;

. rnelaksanakan pendokumentasian pencatatan sipil;

mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan

kegiatan kepada staf;

o

j. membuat laporan hasil keglatan bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

* serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk men_]ad1
bahan dalam _penentuan kebijakan;

k. menilai prestasi kerja bawahan; dan

1)

(2)

(3)

‘Kepale. Seksi Kelahiran, mempunyai Rincian Tugas :

1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala
Dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

Paragraf 2 ,
Seksi Kelahiran 3§
Co - Pasal 13

Seksi Kelahiran dipimpin oleh 'seorang Kepala Seksi yai;g berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi Kelahiran : mempunyai Tugas Pokok melakukan
penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan tekms pembinaan
dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahlran,

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

.

a. memalami Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan lainnya
yang diperlukan untuk menumang kelancaran pelaksanaan tugas;

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan anggaran
pada seksi kelahiran;

c. menyiapkan dan menyusun bahan pengelolaan administrasi
pencatatan kelahiran;

d. menylapkan perumusan kebijakan teknis pelayanan pencatatan

kelahiran;

e. menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan
pencatatan kelahiran;

f. menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan
_pencatatan kelahiran;:

g mendistribusikan tugas dan memberiken petunjuk pelaksanaan’

kegiatan kepada staf;
12
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(1)

()

:.(3)

h. membuat laporan hasil kegiatan seksi Kelahiran Penduduk serta
memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi
~ bahan dalam penentuan kebijakan;
i. menilai prestasi kerja bawahan; dan
j. 1melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala
Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

I W
¥

Paragraf 3
Seksi Perkawinan Dan Perceraian '

Pasal 14

Seksi Perkawinan dan Perceralan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian mempunyai Tugas Pokolk :
melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis,
pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan perkawinan dan
perceraian; '

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud ‘pada ayat (2), |

Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian, mempunyai Rincian Tugas :

a. memahami Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan lainnya
yang diperlukan untuk menurjang kelancaran pelaksanaan tugas;

b. meny.apkan bahan penyusunan rencana program dan anggaran
pada seksi perlkawinan dan perceraian;

c. menyiapkan dan menyusun bahan pengelolaan pencatatan
perkawinan dan perceraian,

d. rmenyiapkan perumusan kebuakan teknis pelayanan perkawinan dan
perceraian; 2

e. menyiapkan pelaLsa.naan pembmaan dan koordinasi pelaksanaan
pencatatan perkawinan dan perceraian; .

f. menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan
pencatatan perkawinan dan perceraian;

g. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk :pelaksanaan
kegiatan kepada staf; | :

h. membuat laporan hasil kegiatan seksi Perkawinan dan Perceraian;
serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi
bahan dalam pznentuan kebijakan;

i. menilai prestasi kerja bawahan; dan

j. meleksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala
Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 4 o
Scksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan Dan -Kematian
Pasal 15 ‘ !

‘Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian dipimpin

oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang.
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(2) Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian
mempunyai Tugas Pokok : melakukan penyiapan bahan perenc¢anaan, |
perumusan kebijakan ‘teknis, pembinaan dan koordinasi serta
pelaksanaan pencatatan perubahan status anak, pewarganegaraan dan
kematian;

(3) - Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian,
mempunyai Rinclan Tugas :

a. memahami Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan lainnya
yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

b. menylapkan bahan penyusunan rencana program dan anggaran
pelayanan pencatatan pengangkatan anak,. pengakuan anak,
pengesaharn anak, perubahan status kewarganegaraan §lan kematian;

c. menyiapkan dan menyusun bahan pengelolaan pencatatan
pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan

. status kewarganegaraan dan kematian;

d.” menyiapkan perumusan kebijakan teknis pelaya.nan pencatatan

- pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak perubahan
status kewarganegaraan dan kematian; ) !

e. menyiapkan -pelaksanaan pembinaan dan koordinasi' pela.ksanaar}

_. Pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak

- »perubahar status kewarganegaraan dan kematian; :

f. menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan
pencatatan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak,
pengesahan anak, perubahan status kewa.rganegaraan dan kemahan,

g mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan
kegiatan kepada staf:

h. membuat laporan hasil keglatan seksi Perubahan Status Ana.k
Pewarganegaraan Dan Kematian serta memberi saran pertimbangan
kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebyakan

1. menilai prestasi kerja bawahan; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala
Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kelima , ;

BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
. DAN PEMANFAATAN DATA g
i Paragraf 1 ' “:é‘

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudui:an Dan

Pemanfaatan Data l

Pasal 16 %

: l
(1) ‘Bidang Pengelolaan Informam Adnumstra31 Kependu(‘dukan dan
Pemanfaatan Dara dipimpin oleh seorang Kepala Bidang ya‘ng berada di

bawah dan bertanggung Jjawab kepada Kepala Dinas.
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(2)

3)

(4)

Kepala Bidang Perigelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan
Pemanfaatan Data mempunyai Tugas Pokok : melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakn teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pengelolaan informasi administrasi kependuduk, kerjasama admnistrasi
kependudukan, dan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan

serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Bidahg Fengelolaan Informasi dan Pemanfaatan Data
Administrasi Kependudukan mempunyai Fungst :
a. perumusan dan penyusunan program kerja tahunan di bidang
- Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan
Data;

b. pelaksanaan program kerja tahunan di bidang Pengelolaan Informas1

Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
c. perumusan kebijakan di bidang Pengelolaan Informas1 Admmxstram
~ Kependudukar dan Pemanfaatan Data;

d: _-pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Informasn Admmlstram

Kependudukan dan Pefnanfaatan Data; ‘
e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kntena di bldang
. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dari Pemanfaata.n
. Datg; - :

f. - pelaksanaan pengawasan, e¢valuasi dan pelaporan di b1dang '
Pengelolaan Informasi Admmlstra81 Kependudukan dan Pemanfaatap
Data; >

g pelaksanaan administrasi di bidang Pengelolaan Infomagi
Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data; '

h. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan perangkat daerah
Jainnya, organisasi dan asosiasi dunia usaha di bidang Pengelolaal;l
Infcrmasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;

i. melakukan analisis data bidang Pengelolaan Informasi Admmlstras;
Kependudukan dan Pemanfaatan Data; dan ;

j. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, mempunyai
Rincian Tugas: -

a. memahami Peraturan: Perundang-Undangan dan ketentuan lainnya
yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

b. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pelaksanaan
pelayanan, pembinaan umum dan koordinasi di bidang pengelolaan
informasi administrasi kependuduk, kerjasama admnistrasi
ke'.)endudukan dan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan
serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan o)

~C. menyiapkan bahan perumusan kebijakan ‘teknisy; di  bidang

pengelolaan  informasi administrasi kependuduk . kerjasama
admnistrasi kependudukan, dan pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan serta inovasi pelayanan admimstrasx kependudukan,
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i - }
d. rmelaksanakan pernbinaan umum dan koordinasi pelaksanaan bidang
pengelolaar.  informasi administrasi kependuduk, kerjasama
admnistrasi kependudukan, dan pemanfaatan data dan dokumen

* xependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

. e. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan

informasi administrasi kependudukan, kerjasama admnistrasi
kependudukan, den pemanfaatan data dan dokumen kependudukan
serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan; : :

f melaksanakan pelayanan bidang pengelolaan informas:i administrasi
kependudukan, kerjasama admnistrasi kependudukan, dan
pemanfaatan data den dokumen kependudukan serta inovasi
pelayanan administrasi kependudukan; 4

g. rmendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan
kegiatan kepada staf; : o

. h. membuat laporan hasil kegiatan Bidang Pengelolaan Informasi

(1)

(2)

(3)

Administrasi Kependudukan dan Pemarifaatan Data serta memberi
saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam
‘penentuar: kehijakan;. ‘ '
i. menilai prestasi kerja bawahan; dan
j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala
. Dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

) Paragraf 2
Seksi. S}istefn Informasi Administrasi Kependudukan
Pasal 17 %

Seksi Sistem: Informasi ‘Administrasi Kependudukan ciipimpinl oleh
seoranyg Kepala Seksi yang berada .di bawah dan bertarlaggung jawab
kepada Kepala Bidang. - ) B B

Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mempunyaj

Tugas Pokok : melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusari

kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaaan sistem

informasi administrasi kependudukan dan tata kelola teknologi,
informasi dan komunikasi sumber daya manusia, teknologi informaéi
dan komunikasi; ‘ '

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukari; mempunyai .

Rincian Tugas : : ﬁ :

a. :gemaha.mi Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan lainnya

. yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

b. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pelaksanaan sistem
informasi ‘'kependudukan, tatz kelola teknologi informasi dan
vkomunika.si serta sumber daya manusia teknologi informasi dan
kornunikasi; :

_c menyiapkan bahan perurnusan kebijakan teknis sistem informasi

kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta
sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;

d. melaksanakan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan sistem
informasi kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan

komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan

komunikasi; '
: 8
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(1)

@

(3)

e. melaksanakan himbingan teknis dan supervisi sistern informasi
kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan kornunikasi serta
sumber da',ya manusia teknologi informasi dan komunikasi;

f. melakfxanakan pelayanan sistem informasi kependudukan tata
kelola teknolog1 informasi dan komunikasi serta :sumber daya
manusia teknologl informasi dan komunikasi,

g mend1smbu31kan tugas dan memberikan petunJuks pelaksanaan
kegiatan kepada staf;

h. membuat laporan hasﬂ kegiatan seksi sistem mforma31 administrasi
kependudukan serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan

~ untuk nienjadi bahan dalam penentuan kebijakan; ‘

i. menilai préstasi kerja bawahan; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dlpenntahkan Kepala
Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas :

Pragraf 3 L : ?.
Seksi Pengolahan Dan Penyajian Data Kependudukan
Pasal 18

Seksi Pengolahan Dan Penyajian Data Kependudﬁkan dipimpin oleh
seorang Kepala. Seksi yang berada di bawah dan bertanggung Jawab
kepada Kepala Bidang. .

Kepala Seksi Pengolahan Dan Penyajian Data Kependudukan
mempurnyai Tugas Pokok : melakukan penyiapan bahan perencanaan,
perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta
pelaksanaan  pengolahan dan  penyajian data admxmstrasj;
kependudukan; i
Untuk melaksanakan Tugas Pokol: sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Seksi Pengoldhan Dan Penyajian Data Kependudukan'
mempunyai Rincian Tugas':
a. mema.hami‘ Peraturan Ferundang—Undangan dan keten}uan lamnya
~ yang dlperlukan untuk menunjang kelancaran pela.ksanaan tugas;
b. menylapkan bahan . penyusunan perencanaan | pelaksanaan
" pengolahan dan penyajian data administrasi kependudukan;
c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengolahan dan
penyajian data administrasi kependudukan;
d. melaksanakan pembinaan umum dan koordinasi’ pelaksanaan_
pengolahan dan penyajian data administrasi kependuduka.n .
e. melaksanakan bimbingan teknis dan supems1 pengolahan dan
penyajian data administrasi kependudukan; '
" melaksanakan pelayanan pengolahan dan penyajian data administrasi
kependudukan; ~ .
g mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk - pelaksanaan
kegiaten kepada staf; -

o}

- h. membuat laporan hasil kegiatan seksi Pengolahan Dan Penyajian

Data Kependudukan serta memberi saran pertimbangan kepada
pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan;
i. menilai prestasi kerja bawahau; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan 1a.1nnyé. yang diperintahkan Kepala

Bidang, untuk rnendukung kelancaran pelaksanaan tugas
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Paragraf 4
Seksi Kerjaéa.ma Dan Inovasi Pelayanan
Pasal 19

(1) Seksi Kerjasama dan Inova.m Pelayanan dlplmpm oleh seorang Kepala
Seksi yang berada di bawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala
Bldang

1)

(2) Kepala Seksi, Kerjasama dan Inovasi Pelayanan mem gunym Tugas
Pokok : melalrukan penyiepan bahan perencanaan} perurmusan
kebijakan tekms, pembmaan, koordinasi dan pelaksanaqan kerjasama

- administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan serta inovasi pelaya.nan administrasi kependudukan

(3) Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dlmaksud pada ayat
(2), Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan, mempunyai Rincian
mg as . : . : ;

a. memahami Peraturan : Perundang—Undangan dan ke*entuan lamnya
yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

b. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pelaksanaan
kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan
dokumen kependudukan <zertza. inovasi pelayanan adm1mstras1
kependudukan; ; :

c. menyiapkan bahan perumusan kebuakan teknis kerjasama;
administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan, '

d. melaksanakan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan
kerjasama ' administrasi - kependudukan, pemanfaatan data dan
dokumen kependuduka.n serta inovasi pelayanan admmmtrass,
‘kependudukan; . :

e. melaksanakan bimbingan . teknis dan _superv131 kerjasama

P administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

f. melaksanakan pelayanan kerjasama administrasi kependudukan,
pemanfaatann data dan dokumen kependudukan serta movas1'
pelayanan administrasi kependudukan

g mendxstnbx.‘lmkan tugas dan memberikan petunjuk ‘pelaksanaan
kegiatan kepada staf; f’

h. membuat laporan hasil kegiatan seksi Kerjasama &dan Inovasi
Pelayanan ‘serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan

; _ untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan;

l. menilai prestasi kerja bawahan; dan
j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dlpennta’hkan Kepala
‘ Bidang, unituk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

!

¢
}
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’ BABV
TATA KERJA
Pasal 20

(1) Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya, Dinas wajib dan taat
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Kepala Dinas mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan
Organisasi Perangket Daerah dan/atau :mstans1 pemerintah/swasta
terkeut dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar

pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;

Pasal 21

Kepala Dinas, bekretans, Kepala Bidang, Kepala Sub Baglan“‘iKepala Seksi,
Jabatan Fungsional Tertentu. dan pegawai pada Dinas Kependudukan dan

. Pencatatan Sipil wajib melaksanakan tugeas masing-masing .sesual dengan

‘ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip

koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, sn'nphﬁkasn, akuntablhtas,

_transparansi, efektivitas dan eﬁs1ens1

Pasal 22 .

(1! Kepalo. Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, Kepala

Seksi, Jabatan Fungsional Tertentil. pada Dinas Kependudukan dap
Pencatatan Sipil wajib ‘memimpm, mengoordinasikan, membenkan
bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membma dan
menilai kmer;a bawahan masing-masing;

(2) Kepala Dmas, Sekretans, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala
Seksi, Jabatan: Fung31ona1 Tertentu pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sxp{l wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan
atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. ! |

Pasal 23

Kepala Dinas, Sekretans, Kepala Bidang, Kepala Sub baglan,mKepala Seks1,
Jabatan Fungsmnal 'I‘ertentu pada Dinas Kependudukan dé.n Pencatatan
S1p11 wajib mengawam dan mengendahkan pelaksa.naan tukas bawahan
masing-masing serta mengarnbll langkah-langkah yang d1perfukan apabila
menemukan adanya. penyimpa.ngan dan/atau indikasi penmmpangan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan _

19




[ PR U NS YN

o m——n

Pasal 24

(1) Kepala Dinas, Sekretaris; Kepala Bidang, Kepala Sub. Bagian, Kepala
Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan
tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

(2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dnnaksud pada ayat (1)
‘menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang dltenrna sebagai bahan

pengambﬂan keputusan sesuai dengan kewenangan masmg-masmg

i BAB VI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Pasal 25

(1) UPTD dipimpin oleh s.ﬂorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan

bertanggung J.a.wab iangsung kepada Kepala Dmas,

(2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlatur

terserncliri dengan Peraturan Walikota. :w
' L
'y
!
~ BAB VII i
JABATAN FUNGSIONAL ’
Pasal' 26

Jabatan Fungsional mempunyal tugas melaksanakan sebagxan tugas dan
fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan keahlian tertentu.

Pasal 27

(1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Paséil terdiri dari

sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsmnal sesuai dengan
keahlian;

(2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh
seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;

(3) Jenis, jumlah dan Jenjang Jabatan Fungsional dltentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja.
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BAB VIII
 PENUTUP %
Pasal 28 ¢

i

‘Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Walikota Palopo Nomor

08 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas J abatan pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku. '

Pasal 29
)

Peraturan Walikota ini berlaku ﬁa,da tanggal diunda.hgkan.

Agar setiap orang dapat 'méngetahuinya, memerintahkan ﬁengundénggn
peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Palopo ;
pada tanggal 2 Desember 2016 i

Diundangkan di Palopo

ad.atang'l 2 Desember 2016

~ 2016 NOMOR 27
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